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 Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan penagihan dan 
pemungutan pajak hiburan yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana 
pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak hiburan yang terjadi didinas 
pendapatan asli daerah kabupaten kampar. Penelitian ini dilakukan didinas 
pendapatan asli daerah kabupaten Kampar. Indicator penelitian berdasarkan 
permasalahan dan persoalan yang ditemui dilapangan. Perlu kita keteahui bahwa 
tidak semua daerah memiliki kekayaan alam, hal tersebut otomatis membuat 
daerah yang tinggi potensinya lebih maju ketimbang daerah yang hanya memiliki 
sedikit potensi. Karena hal tersebut diharapkan pemerintah dapat memberi jalan 
keluar agar daerah yang ada di seluruh Indonesia ini dapat bertumbuh dan 
berkembang secara merata. Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode 
kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dokumentasi dan 
wawancara. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan 
untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Adapun manfaat 
dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelasanaan penagihan dan 
pemungutan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Kampar. Dalam penelitian ini narasumber yang penulis jadikan key informan 
adalah kepala bidang pendaftaran dan pendataan yaitu bapak Zamzul 
Azmi,SE.MM. dengan demikian penelitian dapat dikatakan sesuai/maksimal. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Indonesia sebagai Negara berkembang terus menggalakan 
pembangunan di segala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar 
ketertinggalan dari Negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan 
bermasyarakat yang adil dan sejahtera bagi masyarakat sebagai mana yang 
diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945.  Pembangunan daerah 
sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan 
berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional 
yang memberikan kesempatan bagi peningkat kinerja daerah untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang 
bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah 
sebagai subsistem pemerintah Negara  dimaksudkan untuk meningkatkan 
daya guna dan hasil guna penyelenggara pemerintah dan pelayanan 
masyarakat. sebagai daerah otonom, kewenangan dan tanggung jawab 
menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip 
keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab kepada 
masyarakat. 
Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintah, maka 
pada masa yang kang akan datang, daerah di tuntut untuk memiliki 




Kemempuan tersebut mencakup kemampuan berbagai bidang pemerintah, 
termasuk bidang kelembagaan, personil, peralatan dan sebagainya. Oleh 
karena itu, seharusnya dilakukan  pemerintah daerah adalah 
mengembangkan kelembagaan agar mampu melaksanakan perannya 
semangkin besar dan mangingat secara efektif, afisien, dan akuntabel. 
Pelayanan yang baik dengan mengandung nilai efisisen dan efektif 
itu adalah memberikan pelayanan yang singkat, tepat serta mudah 
dimengerti terhadap siapa saja sepanjang tidak menyalahi aturan dan 
norma-norma yang berlaku dengan senantiasa mengutamakan kepentingan 
orang banyak (masyarakat) dari pada kepentingan pribadi. 
Jika dikaitkan dengan penenrimaan pajak hiburan secara baik, tepat 
sesuai prosedur yang berlaku, tidak berbelit-belit, sehingga mereka merasa 
di hargai dan puas atas kerja petugas, yang mampu menimbulkan 
kesadaran mereka untuk membayar pajak. 
Pelayanan sangat besar artinya dalam suatu kegiatan, karena sering 
kita dengar dan seorang individu mau berpatisipasi oleh faktor baiknya 
pelayanan yang diberikan, termaksud penerimaan pajak hiburan yang 
sudah di targetkan di kabupaten Kampar, bahwa tanpa pelayanan yang 
baik dari aparat kemungkinan masyarakat wajib pajak enggan untuk 
membayar pajak di sector pajak hiburan. 
Pemberlakuan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan 




daerah bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, 
kabupaten/kota di perlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di 
masa jabatan yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan 
pelayanan kepada masyarakat 
Di antara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber 
daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari pendapatan asli 
daerah (PAD). Oleh karena itu, upaya peningkatan penerimaan dan 
pendapatan asli daerah perlu mendapatkan perhatian yang serius dari 
pemerintah daerah dengan cara intensifikasi maupun cara eksentifikasi 
dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan 
harapan pada pemerintah tingkat akan tetapi harus mampu mandiri sesuai 
cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. 
Sementara itu dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah adalah 
sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam 
menyelenggarakan otonomi daerah dan salah satu sumber PAD yang 
dominan setelah retribusi daerah adalah pajak daerah. Dengan demikian 
faktor pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang 
penting untuk membantu lancar jalannya roda pememrintahan dan 





Keseluruhan pajak daerah memiliki peranan penting bagi 
Pendapatan Daerah Asli Daerah Kabupaten Kampar yang diarahkan 
sebagai penggerak roda pemerintah dan pembangunan daerah. 
Target dan realisasi penerimaan pajak hiburan Kabupaten Kampar 
dapat dilihat dari table di bawah ini:    
Tabel 1.1 
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar 
Tahun Anggaran 2017-2019 
 
No Tahun Terget (Rp) Realisasi (Rp) persentase 
1 2017 1.514.764.761.00 1.792.033.165.00 118,30% 
2 2018 1.650.000.000.00 1.784.411.340.00 108,15% 
3 2019 1.785.000.000.00 1.824.985.312.00 102,24% 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 
Dari table 1.1 diatas dapat diketahui bahwa target dan realisasi dari 
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar pada tahun 2017 di 
targetkan sebesar 1.514.764.761.00, terealisasi sebesar Rp. 
1.792.033.165.00 atau 118,30%. Pada tahun 2018 target sebesar Rp. 
1.650.000.000.00, terealisasi sebesar Rp. 1.784.411.340.00 atau 108,15%. 
Pada tahun 2019 target sebesar Rp. 1.785.000.000.00, terealisasi sebesar 
Rp. 1.824.985.312.00 atau 102,24%. Dapat kita lihat setiap tahunnya dari 
sektor Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar selalu mencapai target 
yang telah ditentukan. Hal ini bahwa pendapatan asli daerah di kantor 
badan pendapatan asli daerah kabupaten Kampar pemungutannya sudah 




 Tidak dapat di pungkiri, bahwa keberhasilan pencapaian tujuan 
organisasi tidak terlepas dari penataan keseluruhan rangkaian sub sistem 
yang terdapat dalam organisasi itu sendiri terdiri atas struktur dan 
pejabatnya, tujuan yang harus dicapai, proses yang merupakan rangkaian 
kegiatan organisasi atas sumber-sumber yang dimanfaatkan untuk 
mencapai tujuan. 
 Pandangan diatas dapat diartikan bahwa proses organisasi adalah 
segala upaya dan usaha yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai 
dengan prosedur, berdasarkan sistematika dan tata kerja yang telah di 
sepakati demi terwujudnya tujuan bersama dalam organisasi. 
 Dengan demikian, mekanisme kerja yang merupakan suatu proses 
organisasi memiliki arti penting didalam pencapaian tujuan organisasi 
yang telah ditetapkan, sama halnya dengan penerimaan pajak hiburan jika 
tanpa adanya tata kerja yang baik serta partisipasi dan kerja sama dari 
seluruh lapisan masyarakat, maka tujuan akan sulit dicapai. 
 Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka 
penulis tertarik untuk membahas dan menganalisanya dengan melakukan 
penelitian dalam bentuk tugas akhir dengan judul:”ANALISIS 
PELAKSANAAN PENAGIHAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK 






1.2 Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang 
akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak 
hiburan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Kampar? 
2. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh badan pendapatan 
asli daerah kabupaten Kampar sehingga realisasi telah 
mencapai target? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sejauh mana penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran 
yang hendak dicapai atau menjadi tujuan penelitian. Dengan kata lain 
tujuan penelitian adalah untuk memperjelas dan menghindari terjadinya 
kesimpangsiuran, adapun tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan penagihan dan 
pemungutan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Asli 
Kabupaten Kampar. 
2. Untuk mengetahui upaya yang di hadapi dalam pemungutan 







1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk membuka wawasan masyarakat terhadap pelaksanaan 
penagihan dan pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar. 
2. Untuk dapat digunakan sebagai refrensi dan bahan masukan bagi 
peneliti pada waktu mendatang. 
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada 
fakultas ekonomi dan ilmu sosial khususnya jurusan Administrasi 
Perpajakan. 
1.5 Metode penelitian  
1. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Kampar di jalan professor M. Yamin, SH No 83 
Bangkinang Kebupaten Kampar. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis di kantor Badan 
Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar. Penelitian 
ini dilaksanakan pada bulan februari sampai dengan maret 2019. 
4. Jenis Data  
a. Data primer 
Data primer adalah data yang dapat dari sumber pertama 




b. Data Skunder 
Data skunder adalah sumber data yang di peroleh dengan 
cara membaca, wawancara, mempelajari dan memahami melalui 
media lain yang bersumber dari buku-buku, serta dokumen dan 
literature. Data skunder pada penelitian ini adalah berupa sejarah 
singkat perusahaan, struktur organisasi, dan catatan yang 
diperlukan. 
5. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Penulis melakukan pengamatan langsung di Badan 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar. 
b. Wawancara 
Penulis melakukan wawancara yaitu tanya jawab langsung 
dengan Kepala Bidang Pendaftaran Dan Pendataan untuk 
mendapatkan dokumen-dokumen yang di perlukan.  
6. Teknik Analisis Data 
Dalam penulisan ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif 
yaitu suatu cara penulisan dan pengumpulan, mengklarifikasi data serta 
menganalisa data sedemikian rupa yang berhubungan dengan teori yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk mengambil suatu 






1.6  Sistemika Penulisan 
Sistemuka penulisan ini, penulis susun kedalam empat bab dan 
masung-masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti diuraikan 
sebagai berikut: 
             BAB I          : PENDAHULUAN  
 Bab ini menguraikan latar belakang masalah, tujuan 
penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, metode 
pengumpulan data, dan sistemika penulisan. 
 BAB II        : GAMBARAN UMUM 
Gambaran ini menggambarkan sejarah singkat Badan 
Pendapatan Daerah Asli Kabupaten Kampar, instansi, 
struktur organisasi, dan uraian tugas sub bagian. 
  
BAB III      : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
Bab ini membahas tentang pengertian pajak, 
pengelompokkan pajak, fungsi pajak, pengertian 
pemungutan, cara pemungutan pajak, asaz-asaz 
pemungutan pajak, pengertian pajak hiburan, objek dan 
subjek pajak hiburan, penagihan pajak hiburan, pengenaan 




bagaimana pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak 
hiburan.    
 BAB IV      : PENUTUP 
Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang 
kesimpulan dari hasil penelitian. 












GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN KAMPAR 
2.1 Sejarah Singkat BAPENDA Kabupaten Kampar 
Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang 
(selanjutnya disingkat Dipenda) merupakan Sub Direktorat pada 
Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang. 
Berdasarkan Surat Edaran Mentri Dalam Negri Nomor KUPD 3/12/43 
tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah 
Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan 
Pajak Daerah kotamadya Daerah Bangkinang dengan Perda Nomor 5 
tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut : 
a. Kepala Dinas 
b. Seksi Tata Usaha 
c. Seksi Pajak dan Retribusi 
d. Seksi IPEDA 
e. Seksi Operasi/Penagihan 
Selanjutnyaberdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negri 
Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Asli Daerah 





Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang dengan susunan 
organisasi sebagai berikut : 
a. Kepala dinas 
b. Sub bagian tata usaha 
c. Seksi pajak 
d. Seksi retribusi  
e. Seksi ipeda 
f. Seksi pendapatan lain-lain 
Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Mentri Dalam Negri 
Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan 
dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 
1978,ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya 
Daerah Bangkinang Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 
Kotamadya Daerah Bangkinang Tipe B, dengan Susunan Organisasi 
sebagai berikut : 
a. Kepala Dinas 
b. Sub Bagian Tata Usaha 
c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan 





e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 
f. Seksi Penagihan 
g. Unit Penyuluhan 
Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 
1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negri 
Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka 
Pemerintah Kota Bangkinang menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah 
Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 
2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bangkinang, termasuk Dinas 
Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut: 
a. Kepala Dinas 
b. Wakil Kepala Dinas 
c. Bagian Tata Usaha 
d. Sub Dinas Program 
e. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan 
f. Sub Dinas Penagihan 
g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain 
h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 





Dan Pada Bulan Januari 2017 Dirubah Lagi Menjadi ( 
BAPENDA ) Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar Dan Sampai 
Sekarang. 
2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan  Asli Daerah Bangkinang 
a. Visi 
  Visi BAPENDA Bangkinang Yaitu “Terwujud nya peningkatan 
dan penerimaan Daerah Yang Optimal dan Proposional Tahun 2022. 
b. Misi  
Dalam rangka pencapaian visi, Kantor Badan Pendapatan Daerah 
Asli Kampar mengemban beberapa misi:  
1) Misi Pertama Meningkat kan Kualitas akelembagaan Melalui Tata 
Kerja Dan SDM Aparatur Berkualitas. 
2) Misi ke Dua Mengenbang kan dan Mengoptimalkan Penerimaan 
Pendapatan Daerah  
3) Misi Ke tiga Meningkat kan Kesadaran Masyarakat Untuk memenuhi 
Kewajiban nya Selaku Wajib Pajak. 
2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Kampar 
1. Kepala Badan 
Badan Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala 
Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati  dalam 






Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 
pokok menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan 
administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola 
administrasi pengelolaan aset badan, administrasi kepegawaian dan 
menatausahakan kegiatan lainnya. 
a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan 
pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat 
menyurat, kearsipan, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan 
pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan 
kesejahteraan pegawai. 
b. Sub. Bagian Keuangan dan Aset 
Sub Bagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh seorang Kepala 
Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam 
penyusunan rencana anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran 
pembangunan serta pengelolaan aset di lingkungan Badan Pendapatan 








c. Sub. Bagian Perencanaan Dan Data 
   Sub bagian perencanaan dan dat dipimpin oleh seorang 
kepala sub bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris 
dalam melaksanakan perencanaan dan data. 
   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1). 
Sub bagian perencanaan dan data melaksanakan tugas dan fungsi. 
 
1. Bidang Pendataan dan Pendaftaran 
                 Bidang Pendataan dan Pendaftaran di pimpin oleh seorang 
Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas 
Badan Pendapatan Daerah di bidang Pendataan dan Pendaftaran 
Pendapatan Daerah. 
a.  Sub. Bidang Pendapatan  
Sub Bidang Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala 
Subbidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, 
evaluasi dan koordinasi. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud auat (1), 
Sub Bidang Pendapatan melaksanakan tugas dan fungsi :  
b. Sub. Bidang Pendaftaran 
Sub BidangPendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, 
evaluasi dan koordinasi. 





Bidang Pendaftaran melaksanakan tugas dan fungsi : 
2. Bidang Perhitungan Dan Penetapan  
  Bidang Perhitungan dan Penetapan di pimpin oleh seorang 
Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas 
Badan Pendapatan Asli Daerah di bidang Penghitungan dan 
Penetapan Pendapatan Daerah. 
a. Sub. Bidang Perhitungan 
Sub Bidang Penghitungan di pimpin oleh seorang Kepala 
Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, 
evaluasi dan koordinasi penghitungan. 
b. Sub. Bidang Penetapan 
Sub Bidang Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, 
evaluasi dan koordinasi penetapan, dan penagihan. 
3. Bidang Penagihan Dan Keberatan 
Bidang Penagihan dan Keberatan di pimpin oleh seorang 
Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas 
Badan PendapatanDaerah di bidang penghitungan dan penetapan. 
a. Sub. Bidang Penagihan  
  Sub BidangPenagihan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, 
evaluasi dan koordinasi penagihan. 





 Sub BidangKeberatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, 
evaluasi dan koordinasi keberatan. 
4. Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan 
Bidang pengelolaan, pengembangan dan pelaporan di 
pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang 
pengelolaan, pengembangan dan pelaporan. Selain itu bidang 
pengelolaan, pengembangan dan pelaporan juga terdiri dari tiga 
sub bidang yaitu : 
a. Sub. Bidang Pengelolaan Dana Transfer 
Sub bidang pengelolaan data transfer di pimpin oleh 
seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas membantu kepala 
bidang dalam penyusunan program kerja sub bidang pengelolaan 
data transfer. Sebagimana di maksud pada Peraturan Bupati 
Kampar Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 20 Ayat (1). 
b. Sub. Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan 
Sub bidang pengembangan potensi pendapatan di pimpin 
oleh seorang kepala sub bidang, yang mempunyai tugas membantu 
kepala bidang dalam penyusutan program kerja sub bidang 
pengembangan potensi pendapatan. Sebagaimana di maksud pada 






c. Sub. Bidang Pelaporan 
Sub bidang pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan data dan 
pelaporan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pelaporan. 
Sebagimana di maksud pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 





































2.4 Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Kampar 
Gambar II.1 





















Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 
Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 
SEKRETARIAT 
BIDANG PENAGIHAN  DAN 
KEBERATAN 
Sub. Bidang Keberatan 




Sub. Bidang pengelolaan dana Transfer 
Sub. Bidang Pengembangan Potensi 
Pendapatan 
Sub. Bidang Pelaporan 
Sub. Bagian Keuangan dan Aset 
Sub. Bagian Perencanaan dan Data 
BIDANG PENDATAAN DAN 
PENDAFTARAN 
Sub. Bidang Pendataan 
Sub. Bidang Pendaftaran 
Sub. Bidang Perhitungan 
BIDANG PERHITUNGAN DAN 
PENETAPAN 
Sub. Bidang Penetapan 








4.1  Kesimpulan 
  Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 
2011 yang di maksud pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan semua 
jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati 
dengan dipungut bayaran sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang 
berlaku. Mengenai pemungutan pajak hiburan dapat dilihat dari pencapaian target 
dan realisasi penerimaan pajak hiburan di Badan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Kampar. 
  Berdasarkan hasil pemeriksaan pada kantor Badan Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Kampar dapat diketahui bahwa pemungutan pajak hiburan 
sudah berjalan dengan efektif yang ditandai dengan beberapa faktor-faktor sebagai 
berikut: 
1. Jika wajib pajak hiburan memenuhi kewajiban ini merupakan salah satu 
syarat dalam perpanjangan izin usahanya. 
2. Adanya tim peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang dibentuk oleh 
bupati, sehingga wajib pajak mau memenuhu kewajiban. 
3. Tertib administrasi keuangan daerah bagi wajib pajak dalam hal pajak 
hiburan. 
4. Monitoring ke lapangan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Asli 






4.2 Saran  
 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran 
sebagai berikut : 
1. Mempertahankan pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak hiburan 
di Kabupaten Kampar dengan meningkatkan lagi kesadaran wajib pajak 
yang belum melakukan perpanjangan izin usaha. 
2. Selalu tertip administrasi keuangan daerah bagi wajib pajak dalam hal 
pajak hiburan. 
3. Sebaiknya tetap di perhatikan atau lebih ditingkatkan lagi target dan 
realisasi pajak hiburan di Kabupaten Kampar tiap tahunnya agar sangat 
efektif dari sebelumnya. 
4. Sebaiknya tim peningkatan Asli Daerah (PAD) yang dibentuk oleh bupati 
agar meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya 
untuk membayar pajak hiburan.  
5. Meningkatkan kesadaran wajib pajak yang berbadan hukum (perusahaan) 
atas kesadarannya akan kewajiban membayar pajak hiburan. 
6. Meningkatkan kegiatan monitoring ke lapangan yang dilakukan oleh 
kantor Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan 
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1. Dokumentasi Wawancara 
 
 Wawancara dilakukan di kantor Badan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Kampar tepatnya di Bidang Pendaftaran dan Pendataan, 
narasumbernya adalah kepala bidang pendaftaran dan pendataan yaitu bapak 
Zamzul Azmi,SE.MM. 
2. Daftar Pertanyaan 
Pertanyaan wawancara tentang “Analisis Pelaksanaan Penagihan dan 
Pemungutan Pajak Hiburan pada Kantor Badan Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Kampar” 
1. Bagaimana cara penagihan dan pemungutan pajak hiburan di 
Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar? 
2. Apakah pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Kampar? 
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi setiap tahunnya 





4. Apa upaya yang dilakukan badan pendapatan asli daerah untuk 
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